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JENEPONTO, SULSEL - Hj. Salmawati Paris resmi dilantik sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel),

Hj. Salmawati Paris resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi
Selatan (Sulsel), periode 2024-2029.



periode 2024-2029.

Pelantikannya itu, berlangsung di Gedung Kantor DPRD Sulsel pada Selasa
(24/9/2024).

Diketahui, Hj. Salmawati Paris terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Sulsel melalui
partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mewakili Daerah pemilihan (Dapil) III,
yakni. Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar. 

Kehadiran, Hj. Salmawatj di DPRD Provinsi Sulsel diyakini mampu meberikan
semangat baru dan akan menambah kekuatan bagi Pasangan calon (Paslon)
Bupati H. Paris Yasir dan slam Iskandar pada kontestasi Pemilihan kepala
daerah (Pilkada) Jeneponto yang digelar, 27 November 2024 mendatang.

Pasca dilantiknya, Istri calon Bupati Jeneponto Paris Yasir ini, tentu punya
pengaruh besar dalam mendongkrak suara untuk memenangkan paslon Bupati 
nomor urut 2 di Pilkada Jeneponto.



"Alhamdulillah, kita masing-masing dapat nomor urut 2, Calon Gubernur dan
wakil Gubernur kita nomor urut 2 dan calon Bupati dan wakil Bupati kita juga
nomor urut 2. Insya Allah, ini adalah tanda-tanda kemenangan kita ANDALAN
HATI dan PASMI DI HATI," ucap Hj. Salmawati diaamani sesaat dilantik jadi
anggota DPRD Sulsel. 

Hj. Salamawati terpilih melalui partai besutan Surya Paloh yang juga mengusung
suaminya, H. Paris Yasir ikut berbertarung pada kancah politik
Pilkada Jeneponto.

Dapat dipastikan, bahwa dukungan politik ini menjadi modal kuat dan semangat
baru bagi tegline PASMI DI HATI dalam mewujudkan Jeneponto Bahagia dimasa
depan.

Hj. Salmawati diharapkan menjadi lokomotif baru dan penghubung untuk
mengakomodasi program pro rakyat pemerintah kabupaten Jeneponto dan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (*).


